BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti apakah tingkat
penghasilan, pengetahuan korupsi pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak,
dan pemahaman akuntansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak pemiliki UMKM di Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil dari

penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bantul.

2. Pengetahuan korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten
Bantul.

3. Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten

Bantul.

5.2.Implikasi

Kabupaten Bantul memiliki UMKM dengan jumlah paling banyak di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dalam realisasi penerimaan pajaknya
Kabupaten Bantul mendapat peringkat terakhir. Hal tersebut dapat
disebabkan karena wajib pajak masih mempertimbangkan besar kecilnya
penghasilan mereka untuk dapat melakukan kewajiban-kewajiban
perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih

dahulu sebelum membayar pajak.



Selain itu, wajib pajak juga merasa bahwa otoritas pajak masih melakukan
hal-hal yang merugikan masyarakat. Kasus-kasus korupsi yang marak terjadi
khususnya dibidang perpajakan membuat wajib pajak merasa bahwa pajak
yang mereka bayarkan tidak akan digunakan untuk hal-hal yang memberikan
manfaat kepada masyarakat.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, masih terdapat keterbatasan-
keterbatasan yang dialami sehingga hal ini dapat diperhatikan untuk peneliti
berikutnya agar penelitian yang akan dilakukan lebih berkualitas.
Keterbatasan yang dialami adalah beberapa responden mengisi kuesioner
tanpa didampingi peneliti. Hal tersebut memungkinkan adanya responden
yang tidak mengisi kuesioner sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
5.4. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan kesimpulan yang sudah
dijelaskan, saran untuk peneliti selanjutnya adalah dapat memberi penjelasan
bahwa pernyataan dalam kuesioner merupakan pernyataan-pernyataan umum
dan tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak manapun sehingga
responden dapat mengisi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat lebih tegas dalam
menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan agar wajib pajak dapat
menjadikan otoritas pajak sebagai panutan dalam menjalan kewajiban-
kewajiban perpajakannya. Jika otoritas pajak dapat memberikan contoh yang
baik, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan yang positif sehingga

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Upaya



edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta menciptakan sistem perpajakan
yang adil dan transparan dapat meminimalkan tindak penghindaran pajak

yang dilakukan oleh wajib pajak.
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LAMPIRAN
LEMBAR KUESIONER

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Yth. Bapak/Ibu/Saudara Responden
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang
skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan
Korupsi Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, dan Pemahaman
Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di

Kabupaten Bantul”, saya yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Mahardani Revia Kenwinahyu
NPM : 200425528

Fakultas/Jurusan : Bisnis dan Ekonomika/Akuntansi
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan
pernyataan yang sudah tertera. Data yang saya peroleh melalui kuesioner ini
hanya digunakan untuk kepentingan akademis sehingga identitas dan

jawaban responden akan terjaga kerahasiaannya.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pengisian

kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

-~

Mahardani Revia Kenwinahyu



A. ldentitas Responden
1. Nama Usaha e

2. Pemilik Usaha PR

3. Jenis Kelamin - Laki-laki / Perempuan

4. Usia ; 20-24 thn 25-30 thn >30thn
5. Memiliki NPWP : Ya/ Tidak

6. Omset Tahunan : <500 juta

500 juta — 4,8 milyar

> 4,8 milyar

B. Petunjuk Pengisian

Pilih satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan
pendapat anda dengan membubuhkan tanda (V) pada kolom yang tersedia.
Terdapat 4 alternatif jawaban yang bisa dipilih pada setiap pertanyaan yang

disajikan yaitu:

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju



C. Variabel Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No Pertanyaan STS | TS SS

1. | Saya selalu membayar pajak atas
kemauan diri sendiri

2. | Saya menyiapkan dana pajak sebelum
waktu pembayaran

3. | Saya selalu melaporkan SPT tepat
waktu

4. | Saya selalu mengisi SPT dengan baik
dan benar

5. | Saya selalu melaporkan penghasilan
sesuai dengan kondisi yang ada

6. | Saya tidak pernah mendapatkan
sanksi/denda dari pihak fiskus
(petugas pajak)

7. | Saya melakukan perhitungan pajak
dengan benar

8. | Saya selalu membayarkan pajak tepat
pada waktunya

9. | Saya mengetahui batas akhir dalam
pelaporan SPT

10. | Saya selalu mengisi SPT sesuali
dengan ketentuan perpajakan

11. | Saya berusaha meminimalisir

keterlambatan dalam menyetorkan

pajak terutang




2.

Tingkat Penghasilan

No

Pertanyaan

STS

TS

SS

Jumlah pajak yang saya bayar

tergantung dari penghasilan

Saya selalu taat membayar pajak
meskipun penghasilan saya rendah

Besar kecilnya penghasilan saya tidak
menjadi penghalang untuk membayar

pajak

Setiap penghasilan yang saya peroleh

akan dikenai pajak

Setiap wajib pajak sebaiknya bersikap
transparansi  dalam  melaporkan

jumlah pajak terutang

Saya sanggup membayar besarnya

pajak yang dikenakan

Penghasilan yang saya peroleh, dapat
memenuhi kebutuhan utama seperti
makanan dan belanja harian, dan juga
memenuhi kewajiban seperti

membayar pajak

Semakin besar penghasilan Wajib
Pajak maka semakin besar pula
jumlah pajak terutang yang harus
dibayarkan

Besarnya pajak tidak menyurutkan
saya dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan

10.

Saya membayar pajak sebesar yang

seharusnya saya bayarkan




3.

Pengetahuan Korupsi Pajak

No

Pertanyaan

STS

TS

SS

Saya pernah mengetahui/mendengar
kasus korupsi pajak yang pernahh
terjadi dalam 1 (satu) tahun terakhir

Ketika saya berpikir mengenai tingkat
korupsi pajak di Indonesia, saya

merasa tidak senang

Jika  sanksi  terhadap = setiap
pelanggaran di bidang perpajakan
direalisasikan secara jelas, baik bagi
pihak pemungut pajak maupun wajib
pajak, maka penggelapan pajak tidak
akan dilakukan

Tindakan pemberian suap kepada
pegawai pajak dapat digolongkan
sebagai Tindakan korupsi

Pegawai pajak yang dengan sengaja
mengurangi jumlah kurang bayar
salah satu Wajib Pajak dapat
digolongkan sebagai tindak korupsi
pajak

Wajib Pajak tidak dapat memberikan
uang tambahan di luar ketentuan resmi
pengurusan pajak sebagai ucapan

terima kasihh

Seseorang bersedia  membayar
sejumlah  uang agar layanan
dipercepat merupakan tindakan yang

salah




8. | Apabila saya mengetahui Tindakan
korupsi yang terjadi, saya akan
melaporkan  pada pihak  yang
berwenang
4. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak
No Pertanyaan STS | TS SS
1. | Saya merasa sangat yakin dengan

kompetensi yang dimiliki pegawai

pajak

Pegawai pajak memiliki pengetahuan
yang baik untuk  menunjang

pekerjaannya

Pegawai pajak tidak akan melakukan

hal-hal yang merugikan masyarakat

Pegawai pajak akan melakukan
berbagai cara untuk membantu Wajib
Pajak  melaksanakan  kewajiban

perpajakannya

Pegawai pajak memiliki rasa keadilan

yang tinggi

Tindakan dan perilaku pegawai pajak
dalam memperlakukan setiap Wajib

Pajak konsisten




